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Kenaikan tarif parkir menghebogkah nasyarakat. Tata kelola parkir sangat kacau karena
dinilai terlalu inovatif, transparansi setoran dari pengelolaan parkir yang tidak jelas. Kurangnya
tanggung jawab dari parkir untuk karcis parkiri jika hilang maka akan dikenakan biaya atau
membayar denda

Tujuan penelitian menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang
diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam
tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif
terhadap pengembangan studi Hukum Tatanegara khususnya berkenaan dengan efektivitas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa parkir.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Perhubungan
Kota Banjarmasin, juru parkir, serta pengguna jasa parkir (ojek online). Analisis data dilakukan
melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023
berada pada kategori cukup efektif. Hal ini terlihat dari penerapan tarif parkir yang telah sesuai
ketentuan terbaru, mekanisme setoran yang berjalan secara rutin, serta adanya pengawasan dan
pembinaan oleh Dinas Perhubungan. Penyesuaian tarif melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 34 Tahun 2025 menjadi bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat sehingga
meningkatkan tingkat penerimaan publik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek
sosialisasi kebijakan, pemahaman juru parkir terhadap substansi regulasi, standar pelayanan dan
tanggung jawab atas keamanan kendaraan, serta potensi kebocoran dalam sistem setoran manual.
Faktor penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi langsung kepada pelaksana di lapangan,
keterbatasan sumber daya pengawasan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem
retribusi, serta ketidakkonsistenan penerapan tarif di beberapa lokasi.



